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PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)
Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja

ABSTRAK
Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan

produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan Peta Lahan
Sawah Dilindungi (PLSD) Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP)
No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan
Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Jombang dikarenakan adanya pembangunan
perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Adapun rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun
2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap
Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 2) Bagaimana
kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang
alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan  Kabupaten
Jombang, 3) Bagaimana perlindungan hukum  terhadap lahan sawah yang di lindungi
sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih funsi lahan sawah Di
Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi
penelitian Kantor pertanahan kabupaten jombang.

Hasil penelitian pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi
lahan sawah Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Secara teori  belum berjalan lancar akan
tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enaknya membebaskan
lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman. Akan tetapi disisi yang
lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi pemohon perorangan karena  bagi
pemohon perorangan yang mau memohon pemisahan hak atas tanah warisan atau non
waris, kalau di peta blok RTR termasuk peta LSD tidak bisa diadakan pemecahan bidang
tanah.

kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun
2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian  antara lain 1) Penyelesaian dalam rangka
Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang Dilindungi  2) Penyelesaian Lahan Sawah
yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana
Tata Ruang 3) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan
Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang.

Perlindungan hukum  terhadap lahan sawah yang di lindungi sejak
diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih funsi lahan sawah Di
Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk mempertahankan
tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan perumahan.
Kata kunci, LSD, BPN,  Sawah, perumahan
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Abstract
Controlling the conversion of paddy fields is one of the strategies to increase

domestic rice production, so it is necessary to accelerate the determination of the Map of
Protected Paddy Fields (PLSD). So far, Law no. 41 of 2009 concerning Protection of
Sustainable Food Agricultural Land, along with Government Regulation (PP) No. 1 of
2011 concerning the Determination and Transfer of Functions of Sustainable
Agricultural Land and Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning control of
the conversion of paddy fields. The narrowing of agricultural land in Jombang Regency
is due to the construction of housing which is increasing every year.

The formulation of the problem 1) How is the implementation of Presidential
Regulation Number 59 of 2019 regarding the conversion of paddy fields as a form of
government prevention of the conversion of paddy fields at the Land Office of Jombang
Regency 2) What are the obstacles and efforts to overcome obstacles to implementing
Presidential Regulation Number 59 of 2019 regarding the conversion of paddy fields in
managing land at the Jombang District Land Office, 3) What is the legal protection for
paddy fields that have been protected since the enactment of Presidential Decree Number
59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in Jombang Regency. By using
empirical research methods with research locations Jombang district land office.

The results of the research on the implementation of Presidential Decree No. 59
of 2019 concerning the conversion of paddy fields as a preventive form for the
government regarding the conversion of paddy fields at the Jombang Regency Land
Office, in theory have not gone smoothly, but for signs for developers not to free up paddy
fields as comfortably as possible used for housing or settlements. However, on the other
hand, it creates a new problem for individual applicants because for individual
applicants who wish to apply for separation of rights to inherited or non-inherited land, if
the RTR block map includes the LSD map.

Obstacles and efforts to overcome obstacles to the implementation of Presidential
Regulation Number 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in land
management at the Jombang Regency Land Office, the form of settlement includes 1)
Completion in the context of Completing Map Data of Protected Paddy Fields 2)
Completion of Protected Paddy Fields in Accordance with Areas/Zones of Food Crops in
the Spatial Plan 3) Settlement of Protected Paddy Fields that are Not In Accordance with
the Areas/Zones of Food Crops in the Spatial Plan.

Legal protection for paddy fields that have been protected since the enactment of
Presidential Decree No. 59 of 2019 concerning the conversion of paddy fields in
Jombang Regency. Food security will be maintained and to maintain protected paddy
fields so they don't become residential land.
Keywords, LSD, BPN, Rice fields, housing





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan

pertanian secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.1

Rumusan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPA yang

menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.2 Hal ini berarti

bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa

Indonesia (beraspek Peraturan Daerah) dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat

pada masyarakat hukum adat. Selain itu Negara juga mengatur tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia, hal tersebut bersifat publik.

Tugas kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan hak

menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan

tafsiran autentik dari pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945. 9Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Menimbang huruf b

2 Undang-Undang Agraria No.5 tahun 1960, Pasal 1.
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Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

bersumber pula pada Hak Bangsa Indonesia yang meliputi kewenangan negara

dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA, yaitu:3

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konversi lahan telah meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan

perumahan. Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional

dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Menurut Ritohardoyo4 sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan

pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi.

Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi

peningkatan produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan

penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) dan pengendalian alih fungsi

lahan sawah sebagai program strategis nasional. Selama ini sudah ada UU No. 41

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang

pengendalian alih fungsi lahan sawah. Seperangkat Peraturan tersebut diharapkan

dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada.

3 Undang-Undang Agraria No.5 tahun 1960, Pasal 2
4 Ritohardoyo, Penggunaan Dan Tata Guna Lahan. Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hal, 16.
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Peta lahan sawah terdapat di dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang

pengendalian alih fungsi lahan sawah Bab IV Penetapan Peta Lahan Sawah Yang

Dilindungi  pasal Pasal 6 yang berbunyi :

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui:

a. Verifikasi Lahan Sawah;
b. Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan
c. Pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

Penetapan peta lahan sawah dilakukan dengan melakukan verifikasi lahan

sawah melalui satelit citra hal ini tercantum di dalam Perpres Nomor 59 Tahun

2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah pasal 9  ayat (1) yang

berbunyi :

(1)Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
melalui:
a. Interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah oleh lembaga pemerintah non

kementerian yang meiaksanakan tugas di bidang informasi geospasial;
b. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang;

c. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya
air;

d. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kcmenterian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidang pertanian; dan

e. Verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan
dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kehutanan.

Sementara itu penetapan lahan sawah yang dilindungi terdapat dan di

terangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi

lahan sawah,  Bagian Keempat Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang

Diiindungi Pasal 15 ayat (1) dan (2)  yang berbunyi :

(1) Menteri K.oordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu
Pengendalian alih Fungsi Lahan Sawah menyainpaikan usulan peta
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Di dalam penentuan alahan pertanian atau sawah yang dilindungi

pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah hal ini tertera dalam

Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah,

pasal 16 (1) yang berbunyi:

(1) Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian
pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata
ruang.

Dengan dikeluarkannya dan penetapan  peta sawah yang dilindungi

melalui pemerintah Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih

fungsi lahan sawah, membawa dampak Di Kabupaten Jombang dengan luas

pertanian atau sawah yang terbatas dan kebutuhan tempat hunian yang kian

bertambah, selain itu peraturan tersebut telah diterapkan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Jombang yang membawa dampak begitu besar baik  bagi deviloper

dan peroragan yang ingin mengurus tanah atau pemecahan tanah tersebut, dan

tanah tersebut termasuk dalam peta sawah yang dilindungi sehingga tanah tersebut

tidak bisa di alih fungsikan padahal pengurusan tanah deviloper dan perorangan di

dalam sertifikatnya berbunyi bukan sawah akan tetapi tertulis tanah pekarangan

dan tertulis pemukiman atau tanah tersebut secara pejininan sudah di nyatakan

kuning oleh dinas lain KKPR sudah siap untuk lahan kapling siap bangun, pada
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didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dikatakan masuk dalam

peta sawah yang di lindungi hal ini membuat REI Kabupaten Jombang dan PPAT

yang telah menerima amanah dari klein, perorangan merasa dirugikan dengan

peraturan tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam

sebuah tesis dengan judul “PELAKSANAAN PERPRES NOMOR 59 TAHUN

2019 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar

dalam pembahasnnya di atur  sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi

lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih

Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor

59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di

Kantor Pertanahan  Kabupaten Jombang?

3. Bagaimana perlindungan hukum  terhadap lahan sawah yang di lindungi

sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih funsi lahan

sawah Di Kabupaten Jombang.?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar

dalam pembahasnnya di atur  sebagai berikut :
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1. Hanya membahas pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih

fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap

Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

2. Hanya membahas Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala

pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah

dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan  Kabupaten Jombang Artinya

Dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang artinya

bahwa dalam pelaksanaan atau penerapan peraturan tersebut apakah

kendalanya.

3. Hanya membahas perlindungan hukum  terhadap lahan sawah yang di

lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih

funsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang artinya bagaimana dengan adanya

perpres tersebut lahan sawah bertambah atau berkurang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah

pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun

2019 tentang alih fungsi lahan sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif

Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui  dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala

pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah
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dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan  Kabupaten Jombang Artinya

Dalam pengurusan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang .

3. Untuk mengetahui  dan menganalisis perlindungan hukum  terhadap lahan

sawah yang di lindungi sejak diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019

tentang alih funsi lahan sawah Di Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu

ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat

diaplikasikan pada masyarakat luas.

b. Bagi Perseorangan

Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat

dalam pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan

sawah Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi

Lahan Sawah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

c. Bagi Penelitian Lain

Untuk menambah literatur di bidang hukum bagi ilmu Hukum pada

umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, yaitu mengenai Analisis

Yuridis Terkait pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk
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Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah

Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya

tentang Analisis Yuridis Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019

Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih

Fungsi lahan Sawah.

b. Bagi Notaris, PPAT

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui

Analisis Yuridis Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019

Sebagai Bentuk Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih

Fungsi lahan Sawah.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan bagi para pemerintah dalam Analisis Yuridis

Terkait Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Upaya

Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi lahan Sawah

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian empiris dan kepustakaan baik melalui

perpustakaan maupun secara online, penelitian yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah

Terhadap Maraknya Alih Fungsi Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Jombang), adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :
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Tabel 1 penelitian Achmad Rifki Firdaus Hidayat

--- Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan
Nama
Peneliti dan
Lembaga

Achmad Rifki Firdaus
Hidayat,

UIN Jember
2021

Indriet Pratiwi Wiranita
Wiratmodja,

Magister kenotariatan
Universitas Islam Malang

2022

--- ---

Judul Perlindungan hukum terhadap
petani akibat fungsi lahan
pertanian di Desa grenden
kecamatan Puger

Pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 Sebagai
Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Maraknya Alih
Fungsi Lahan Sawah (Studi
Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang)

Peneliti 1 dan 2
Judul

Judul tidak
sama

Rumusan
Masalah

1. Bagaimana sistem tata
kelola dan pemanfaatan
pertanian di Desa Grenden
Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember?
2. Bagaimana akibat alih
fungsi lahan pertanian di Desa
Grenden Kecamatan Puger,
Kabupaten Jember?
3. Bagaimana problematika
hukum alih fungsi lahan
pertanian di Desa Grenden,
Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember?

1. Bagaimana
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah Sebagai
Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Alih Fungsi Lahan
Sawah Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kendala
dan upaya mengatasi kendala
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah dalam
pengurusan tanah di Kantor
Pertanahan  Kabupaten
Jombang?
3. Bagaimana
perlindungan hukum
terhadap lahan sawah yang di
lindungi    sejak
diberlakukannya Perpres
Nomor 59 Tahun 2019
tentang alih funsi lahan sawah
Di Kabupaten Jombang.?

Penelitian 1: dan 2
berbeda dalam hal
rumusan masalah

Sama sama
penelitia
empiris

Kesimpulan 1. Pemanfaatan lahan
pertanian yang dikerjakan
para Petani di Desa Grenden
semata-mata dikelola untuk
memenuhi kebutuhan hidup
seharihari serta biaya
pendidikan, kesehatan dan
menjaga kelestarian
lingkungan.
2.Alih fungsi lahan pertanian
yang mengesampingkan nilai-
nilai dan manfaat umum di
masyarakat akan mengancam
pada hak-hak setiap individu,
dimana hal tersebut
bertentangan dengan
konstitusi Negara Indonesia
yang tertuang dalam Pasal
28C ayat 1 3.permasalahan
yang menuai konflik

Hasil penelitian
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah Sebagai
Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Alih Fungsi Lahan
Sawah Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang, Secara
teori  belum berjalan lancar
akan tetapi buat rambu-rambu
bagi  pengembang tidak akan
dengan se enaknya
membebaskan lahan sawah
untuk di jadikan lahan
perumahan atau pemukiman.
Akan tetapi disisi yang lain
menimbulkan suatu
permasalahan baru bagi
pemohon perorangan karena
bagi pemohon perorangan
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pertambangan ini berdasarkan
atas adanya kesalahan teknis
yang tidak mampu disadari
dan tidak ada itikad baik
pelaku usaha pertambangan
untuk memperbaikinya.
penerapan yuridis dalam
kasus perlindungan hukum
alih fungsi lahan pertanian
yang terdapat di Desa
Grenden belum begitu
maksimal, hal ini ditandai
minimnya partisipasi aktif
masyarakat, tidak
dilaksanakannya tahapan
teknis (Uji kelayakan
strategis, disediakannya lahan
pengganti, penyusunan
rencana alih fungsi lahan
pertanian) dan tidak
dilibatkannya pihak
pemerintah desa setempat
dalam proses perizinan, pihak
pemohon hanya
memprioritaskan perizinan
tingkat daerah dan provinsi,
serta yang teramat krusial.

yang mau memohon
pemisahan hak atas tanah
warisan atau non waris, kalau
di peta blok RTR termasuk
peta LSD.

kendala dan upaya
mengatasi kendala
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah dalam
pengurusan tanah di Kantor
Pertanahan  Kabupaten
Jombang bentuk penyelesaian
antara lain 1) Penyelesaian
dalam rangka Penyempurnaan
Data Peta Lahan Sawah yang
Dilindungi  2) Penyelesaian
Lahan Sawah yang
Dilindungi yang Sesuai
dengan Kawasan/Zona
Tanaman Pangan dalam
Rencana Tata Ruang 3)
Penyelesaian Lahan Sawah
yang Dilindungi yang Tidak
Sesuai dengan Kawasan/Zona
Tanaman Pangan dalam
Rencana Tata Ruang.
Perlindungan hukum
terhadap lahan sawah yang di
lindungi    sejak
diberlakukannya Perpres
Nomor 59 Tahun 2019
tentang alih funsi lahan sawah
Di Kabupaten Jombang. Akan
terjaga secara ketahanan
pangan dan untuk
mempertahankan tanah sawah
yang di lindungi biar tidak
jadi lahan perumahan

Tabel Penelitian 2 Hendera Ade Awansa

--- Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan
Nama
Peneliti dan
Lembaga

Hendera Ade Awansa

fakultas hukum
Universitas Mataram

2020

Indriet Pratiwi Wiranita
Wiratmodja,

Magister kenotariatan
Universitas Islam Malang

2022

--- ---

Judul Tinjauan yuridis pelaksanaan
alih fungsi tanah pertanian
menjadi tanah non pertanian
di Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 Sebagai
Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Maraknya Alih
Fungsi Lahan Sawah (Studi
Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang)

Peneliti 1 dan 2
Judul

Judul tidak
sama

Rumusan
Masalah

1. apa saja yang menjadi
dasar hukum Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat
dalam melakukan alih fungsi

1. Bagaimana
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah Sebagai

Penelitian 1: dan 2
berbeda dalam hal
rumusan masalah

Sama sama
penelitia
empiris
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tanah pertanian dan
bagaimana pelaksanaan alih
fungsi tanah pertanian,
2. bagaimana upaya yang
dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat dalam
mewujudkan perlindungan
lahan pertanian yang
berkelanjutan ?

Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Alih Fungsi Lahan
Sawah Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kendala
dan upaya mengatasi kendala
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah dalam
pengurusan tanah di Kantor
Pertanahan  Kabupaten
Jombang?
3. Bagaimana
perlindungan hukum
terhadap lahan sawah yang di
lindungi sejak
diberlakukannya Perpres
Nomor 59 Tahun 2019
tentang alih funsi lahan sawah
Di Kabupaten Jombang.?

Kesimpulan 1.Dasar hukum Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat
dalam melakukan alih fungsi
tanah pertanian dan
pelaksanaan alih fungsi tanah
pertanian adalah: a. Undang-
undang No. 2 Tahun 2012
tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum; b.
Undang-undang No. 41
Tahun 2009 tentang
Perlindungan lahan pertanian
bekelanjutan; c. Undang-
undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang; d.
Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah; e.
Peraturan Daerah No.2 Tahun
2012 tentang rencana tata
ruang wilayah Kabupaten
Sumbawa Barat tahun 2011-
2031 2. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat
dalam mewujudkan
perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan.Dalam
mewujudkan perlindungan
lahan pertanian pangan
berkelanjutan, upaya yang di
lakukan oleh pemerintah
sebagai berikut: a.
Menyiapkan LP2B untuk
mengendalikan alih fungsi
lahan pertanian produktif b.
Melakukan sosialisasi lebih
intensif terhadap petani,
pendataan petani,
memberikan subsidi meliputi
benih, pupuk, pestisida,

Hasil penelitian
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah Sebagai
Bentuk Preventif Pemerintah
Terhadap Alih Fungsi Lahan
Sawah Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang, Secara
teori  belum berjalan lancar
akan tetapi buat rambu-rambu
bagi  pengembang tidak akan
dengan se enaknya
membebaskan lahan sawah
untuk di jadikan lahan
perumahan atau pemukiman.
Akan tetapi disisi yang lain
menimbulkan suatu
permasalahan baru bagi
pemohon perorangan karena
bagi pemohon perorangan
yang mau memohon
pemisahan hak atas tanah
warisan atau non waris, kalau
di peta blok RTR termasuk
peta LSD.

kendala dan upaya
mengatasi kendala
pelaksanaan Perpres Nomor
59 Tahun 2019 tentang alih
fungsi lahan sawah dalam
pengurusan tanah di Kantor
Pertanahan  Kabupaten
Jombang bentuk penyelesaian
antara lain 1) Penyelesaian
dalam rangka Penyempurnaan
Data Peta Lahan Sawah yang
Dilindungi  2) Penyelesaian
Lahan Sawah yang
Dilindungi yang Sesuai
dengan Kawasan/Zona
Tanaman Pangan dalam
Rencana Tata Ruang 3)
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pinjaman alat-alat mesin
pertanian dengan tujuan agar
petani untung dalam
melakukan usaha
pertaniannya. Persamaan
sama-sama meneliti tentang
alih fungsi tanah. Perbedaan
penelitian terdahulu
membahas tentang dasar
hukum Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat dalam
melakukan alih fungsi tanah
pertanian dan pelaksanaan

alih fungsi tanah pertanian,

Penyelesaian Lahan Sawah
yang Dilindungi yang Tidak
Sesuai dengan Kawasan/Zona
Tanaman Pangan dalam
Rencana Tata Ruang.
Perlindungan hukum
terhadap lahan sawah yang di
lindungi    sejak
diberlakukannya Perpres
Nomor 59 Tahun 2019
tentang alih funsi lahan sawah
Di Kabupaten Jombang. Akan
terjaga secara ketahanan
pangan dan untuk
mempertahankan tanah sawah
yang di lindungi biar tidak
jadi lahan perumahan

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya

akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah

sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai

hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang

- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin

ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan

(autority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan

wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu ”onderdeel” (bagian)
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tertentu saja dari  kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-

wewenang (rechtsbe voegdheden)5

Dari pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis

berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda

dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari

kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan

oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut

dalam kewenangan itu.

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan

Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan

merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan

yang bersangkutan.6

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan

suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan

baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi)

serta atas dasar penugasan (mandate). Atribusi adalah pemberian wewenang

pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ

5 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab”,Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal.22.

6 Habib Adjie , hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang
jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama.,hal.77.
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pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas

namanya.7

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan

dengan penjelasan bahwa; Persamaannya adalah lembaga yang menerima

wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan

perbedaannya adalah :

a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi

tidak ada yang mendahului dan

b. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi

terjadi penyerahan wewenang.8

Pelaksanaan Kewenangan yang sesungguhnya oleh setiap orang yang

berdaulat apapun utamanya oleh parlemen, diikat dan dibatasi oleh dua

pembatasan kekuasaan. mengenai ini, yang satu adalah pembatasan eksternal, dan

pembatasan internal.9

b. Teori Sistem Hukum  (legal  system  theory)

Kata  “sistem”  berasal  dari  kata ”systema” yang  diadopsi  dari  bahasa

Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam -macam

bagian10". Kehidupan  akan  menjadi  tertata  dan  kepastian  dalam  masyarakat

akan tercipta  dengan  adanya  sistem  hukum11.

7 H.R., Ridwan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, 2006, hal. 45.
8 S.F. Marbun, Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia, UII Press,

Yogyakarta, 2004, hal. 109-120.
9 Budi Parmono, Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Koropsi, Intelegensia Media

Pt, Citra Intrans selaras, Malang, 2020, hal, 28.
10 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta,

2004, hal. 4
11 Salim,   H.S, Perkembangan   Teori   Dalam   Ilmu   Hukum, Rajawali   Press,   Jakarta, 2012,

hal. 71.
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Sistem  atau systema dalam TheNew Webstyer International    Dictionary

tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan   dan

kompleks,   tidak   perlu dipertentangkan perbedaan  antara  sistim  dan  sub

sistem,  sebab  sub  sistem  adalah bagian dari sistem itu  sendiri. Sistem

mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan

secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan sistem itu  sendiri dalam D.

Keuning telah  dikompilasi  dalam  berbagai  pendapat antara  lain:  Ludwig  Von

Bertalanffy  mengatakan  sistem  yang kompleks  dari  interaksi elemen-elemen

(system are complexes of element standing in interaction).

A.D. Hall dan R.E. Fagen   mengatakan   sistem   adalah   sekumpulan

objek   dan   atribut   yang   berkerja   secara bersama-sama (a system is a set of

objects together with relationship between the objects and between  the

attributes). Kennet  Berrien  mengatakan  sistem  adalah  seperangkat  komponen

yang  berinteraksi  satu  sama  lain, (a  system  is  a  set  of  component,

interacting  with  each other). Richard  A.  Jhonson,  Fremont  E.  Kast, dan

James  E.  Resonweig  mengatakan  sistem memiliki  komponen-komponen  yang

dirancang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  sesuai dengan rencana12.

Sistem  menurut  R.  Subekti  adalah  suatu  susunan  atau tatanan  yang

teratur,  suatu keseluruhan  yang terdiri atas bagian-bagian  yang berkaitan satu

sama lain, tersusun menurut suatu  rencana  atau  pola,  hasil  dari  suatu

pemikiran  untuk  mencapai  suatu  tujuan13. Sistem menurut  Sudikno

12 Ade Maman Suherman, Op. cit.,hal. 4-5.
13 R.  Subekti  dalam  Ridwan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  llmu  Hukum, Citra  Aditya  Bakti,

Bandung, 1999, hal. 169.
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Mertokusumo adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang

mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan14.

Sistem  menggambarkan  berbagai  elemen  atau  komponen  pembentuk

sistem  dalam satu  kesatuan yang saling  berinteraksi  antara  satu  sama  lain

dalam  mencapai  tujuan.  J.H. Merryman, mengatakan, “Legal  system  is  an

operating  set  of  legal  institutions,  procedures, and rules15”, Artinya,  dalam

teori  ini  sistem  hukum  merupakan  satu  perangkat  operasional yang  meliputi

institusi, prosedur,  dan  aturan  hukum. Sistem  yang  dimaksud  di  sini adalah

sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa

ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu

semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu

kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas

Luhhman, dan di  Belanda  dikembangkan  oleh  M.C.  Burken.  Niklas  Luhhman

dalam  teori  sistem  yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk

pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem.

Niklas  Luhhman  mengatakan  elemen-elemen  dasar yang  menyusun  sistem  itu

sendiri  kemudian  diorganisasikan  batasan-batasannya  sendiri termasuk struktur

internalnya16. Pandangan  Niklas  Luhhman  ini masih  menutup  diri  pada

dirinya  sendiri  di  dalam sistem  itu,   yang  disebutnya  dengan  sistem  tertutup.

14 R.  Subekti  dalam  Ridwan  Syahrani, Ibid.
15 Ade Maman Suherman, Op. cit., hal. 5-6.
16 Salim H.S., Perkembangan   Teori   Dalam   Ilmu   Hukum, Rajawali   Press,   Jakarta, 2012,

hal. 72.
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Walaupun  sistem  tertutup,  dalam realitasnya  bahwa  sistem  memiliki

hubungan  dengan  lingkungan.

Sistem  hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat  jika

tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah  lingkungan masyarakat.

Sehingga  muncullah teori  sistem  fungsional  di  dalam  sistem hukum17.

Teori  hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang

mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian

suatu  hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu

dirumuskan  sebagai  BFE  artinya  huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan

pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada  dalam  satu

hubungan yang menyangkut berbagai  kaidah  hukum,  serta  E adalah

lingkungan-lingkungan  konkrit18.

Jika  teori ini dijabarkan  lebih  lanjut, maka  nampaknya teori  ini  ingin

menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan

kegunaannya.  Para  yuris,  hakim,  dan  para  pembentuk  undang-undang  harus

memberikan manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat  banyak.  Sehingga

dengan  demikian  teori  sistem hukum  (legal  system  theory) harus  dihubungkan

dengan  lingkungan  masyarakat  hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Lili   Rasjidi   dan   I.B.   Wyasa   Putra   lebih   khusus   memandang

sistem   hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar  yang tersusun atas sub-

sub sistem  yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan   hukum,

penerapan   hukum,   dan   lain-lain,   yang hakekatnya  merupakan  sistem

17 Salim H.S, Ibid.,hal. 73.
18 Salim H.S, Ibid.
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tersendiri  pula.  Hal  ini  menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas

sistem yang membutuhkan  kecermatan  yang tajam untuk  memahami keutuhan

prosesnya19. Sub-sub  sistem  yang  kecil yang  dimaksud  dijabarkan ke dalam

tiga  kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur

hukum, substansi hukum, dan budaya  hukum.

Menurut  Lawrence  Milton Friedman,  bahwa  dalam  sistem  hukum

harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum20. Ketiga unsur ini menurut

Lawrence Milton Friedman  di  dalam  hukum Amerika  Serikat  tersusun  dari

yang  pertama  adalah  struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan

budaya hukum. Ketiga   komponen  ini  menggambarkan   bagaimana  sistem

hukum   ditata   secara substantif,   apa  yang dijalankan  oleh sistem hukum itu,

bagaimana   sistem   hukum   itu menjalankannya,  dan  pada  gilirannya  akan

melihat  tingkat  kesadaran  terhadap hukum. Pemikiran  dan  kekuatan di luar

hukum  membuat  sistem  hukum  itu  berhenti    dan  bergerak.

Ketiga  unsur  ini  lanjut  Lawrence  Milton Friedman  dapat  digunakan

untuk  menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum21. Apa  yang

dikemukakan  Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran  dan

kekuatan  di  luar  mesin  hukum  membuat  sistem  hukum  itu  berhenti  dan

bergerak,  dapat dimengerti tentang  efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau

tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari

19 Lili Rasjidi dan l.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003,
hal. 151.

20 Lawrence   M.   Friedman   diterjemahkan   oleh   Wishnu   Basuki, Hukum   Amerika
Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 9.

21Lawrence   M.   Friedman   diterjemahkan   oleh   Wishnu   Basuki, Ibid
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penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban  kewajiban  terhadap  hukum,

dalam  hal  ini  termasuk  aparat  hukum  dan  semua lapisan masyarakat.

Ketiga  komponen  dalam  sistem hukum  menurut  Lawrence  Milton

Friedman  itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu22:

1) Struktur   hukum,   yaitu  keseluruhan institusi-institusi   hukum   yang

ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para

Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para

Hakimnya, dan lain-lain.

2) Substansi  hukum,  yaitu  keseluruhan  aturan  hukum,  norma  hukum,

dan  asas  hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk

putusan pengadilan.

3) Kultur  hukum yaitu : opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-

keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik

dari para penegak hukummaupun   dari   warga   masyarakat,   tentang

hukum   dan   berbagai   fenomena   yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen

pelaksananya dilengkapi   dengan kewenangan-kewenangan   dalam   bidang

penegakan   hukum.   Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub

sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan  dengan

baik  atau  tidak. Struktur  hukum  lebih  menekankan  kepada  kinerja  aparatur

hukum  serta  sarana  dan  prasarana  hukum  itu  sendiri,  substansi  hukum

22 Achmad  Ali, Menguak Teori  Hukum  (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204.
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menyangkut  segala aspek-aspek  pengaturan  hukum  atau  peraturan  perundang-

undangan,  dan  budaya  hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan

kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusi onalisasi ke

dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding,

dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi  hukum

menyangkut  keseluruhan substansi  aturan hukum  yang  mengandung  norma-

norma,  asas-asas,  prinsip-prinsip,  dan  kaidah-kaidah,  baik yang  tertulis

maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan.  Budaya  hukum

menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai -nilai yang berhubungan dengan

hukum23.

Struktur  hukum, substansi  hukum, dan budaya hukum  merupakan

elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga

kompenen ini tidak bekerja atau  tidak  berfungsi  dengan  baik,  dapat

mengganggu  sistem  hukum,  sehingga  muncullah persoalan   (problem)

hukum.

Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto24,

merupakan  bagian  faktor-faktor  penegakan  hukum  yang  tidak  bisa  diabaikan

karena   jika   diabaikan   akan   menyebabkan tidak tercapainya   penegakan

hukum   yang diharapkan.

23 Ade Maman Suherman, Op. cit.,hal. 11-13.
24 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2002, hal. 5.
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Menurut Lawrence M. Friedman25,sistem hukum (legal system) adalah

satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi

hukum dan kultur hukum. Secara  sederhana, struktur  hukum berkaitan  dengan

lembaga-lembaga  atau  institusi-institusi pelaksana  hukum  atau  dapat

dikatakan  sebagai  aparat  penegakan  hukum. Dalam hal  hukum pidana, maka

lembaga yang   bertugas   melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem

peradilan pidana   (criminal   justice   system), yang pada hakikatnya   merupakan

sistem kekuasaan  menegakkan  hukum  pidana yang  terdiri  atas kekuasaan

penyidikan,  kekuasaan penuntutan,  kekuasaan  mengadili  dan  menjatuhkan

putusan serta  kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana  oleh  badan/aparat

pelaksana/eksekusi.26

Dalam  proses  penegakan  hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud

dalam lembaga Kepolisian,Kejaksaan dan Pengadilan. Sebagaimana telah

disinggung   dalam   teori sistem hukum terdapat didalamnya   elemen-elemen

yang   meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence  Milton

Friedman  menekankan  dalam penegakan  hukum adalah  pada aspek kinerja

aparatur  hukum  serta  sarana  dan  prasarana  hukum  itu sendiri, substansi

hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep

khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan

25 Lawrence   M.   Friedman, 1975, The   Legal   System,   Asocial   Secience   Perspective,
Russel   Sage Foundation, New York. diterjemahkan   oleh   Wishnu   Basuki,   2001, Hukum   Amerika
Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

26 Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan
Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28



22

istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.27 Selain

itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan

terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang

dipakai.28 Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar

mengindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa

konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang

telah ditentukan, diantaranya :

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan atau kering yang

digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan

latau diselingi dengan tanaman semusim lainnya. 29

2. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan

lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.

3. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi

bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah tesis ini, maka

secara garis besar sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.
96.

28 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 10.

29 Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah BAB I
Ketentuan Umum Pasal 1
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Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar

Belakang, Rumusan Masalah, batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi tentang tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjuan

umum tentang Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi

lahan sawah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan bahan hukum penelitian,

teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan

hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah 1) pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun

2019 Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Maraknya Alih Fungsi

Lahan Sawah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)” 2) jalan

keluarnya jika penentuan peta sawah yang di lindungi yang melalui satelit citra

tidak tepat  sasaran dan merugikan diviloper dan perorangan dalam pengurusan

tanah dikantor pertanahan  kabupaten jombang. 3) kendala dan  dampak positif

serta negative  sejak di terbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dalam

pengurusan tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



24

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi sebagai

sumbangan pemikiran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA





BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih fungsi lahan sawah

Sebagai Bentuk Preventif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Di

Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Secara teori belum berjalan lancar

akan tetapi buat rambu-rambu bagi pengembang tidak akan dengan se enaknya

membebaskan lahan sawah untuk di jadikan lahan perumahan atau pemukiman.

Akan tetapi disisi yang lain menimbulkan suatu permasalahan baru bagi

pemohon perorangan karena  bagi pemohon perorangan yang mau memohon

pemisahan hak atas tanah warisan atau non waris, kalau di peta blok RTR

termasuk peta LSD, maka tidak bisa di proses karena masih membutuhkan

IPPT dan KRK sehingga kesannya menghambat proses bagi waris sebagai

pemohon. Bagi pengembang dampaknya  sangat besar yaitu tanah yang sudah

dibebaskan dan dibeli sebelum tahun 2021 dan di proses tahun 2022 di kenakan

aturan baru meskipun tanah yang sebelumnya adalah tanah kuning dan di

pemetan tanah lsd terasuk di dalamnya maka, secara otomatis tanah tersebut

harus di keluarkan dari tanah LSD dan diajukan ke menentrian Agraria pusat di

jakarta meluai  KKPR  kabupaten jombang. Hal ini merugikan pengembang

dengan wktu dan biaya yanga begitu besar.

2. Kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun

2019 tentang alih fungsi lahan sawah dalam pengurusan tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Jombang bentuk penyelesaian antara lain 1)

Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang
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Dilindungi  2) Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan

Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang 3) Penyelesaian

Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona

Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang. Artinya bahwa kalau dilihat dari

juknis tentang LSD dan dianalisis dariteori kewenangan, tentang pendelegasian

kewenangan kepada BPN setempat makan BPN kabupaten Jombang

mempunyai kewenangan lahan sawah yang tercamplok satelit citra yang

kenyataannya memang lahan kuning maka BPN bisa mengeluarkan dari peta

LSD dengan cara memberikan rekon kepada KKPR kabupaten jombang akan

tetapi, keyatannya meskipun sudah ada juknis atau telah ditetapkan dalam

peraturan, akan tetapi baik BPN kabupaten jombang maupun KKPR kabupaten

jombang belum bisa melaksanakan jalan keluar tersebut hal ini di karenakan

kedua instansi tersebut saling menunggu atas kewenangan pengeluaran status

tanah yang sudah termasuk dalam peta LSD. Hal ini banyak merugikan baik

pengembang sebagai pemoho maupun perorangan yang belum ada petunjuk

atas kewenangan siapa untuk megeluarkan tanah tersebut  dari peta LSD

karena kedua belah pihak berpatokan pada peta blok LSD yang sama sama

menbuat peta yang berbeda padahal kedua instansi tersebut seharusnya saling

bersinergi. Oleh sebab itu menurut penulis kedua istansi tersebut saling duduk

bersama  demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, untuk menentukan di

tangan siapa kewenangan tersebut di BPN kah atau di KKPR kabupaten

jombang.
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3. Perlindungan hukum terhadap lahan sawah yang dilindungi sejak

diberlakukannya Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang alih funsi lahan sawah

Di Kabupaten Jombang. Akan terjaga secara ketahanan pangan dan untuk

mempertahankan tanah sawah yang di lindungi biar tidak jadi lahan

perumahan, akan tetapi di sisi yang lain menyebakan kesulitan kepada

pemohon perseorangan yang ingin menjual tanahnya sebagian yang tananhnya

masuk dalam katagori lsd

B. Saran

1. Dalam penerapan suatu kebijakan harus ada sosialisasi dengan masyarakat.

2. Bpn kalau sudah ada suatu petunjuk maka harus berani mengambil suatu

kebijakan, demi kepentingan masyarakat.

3. Kepastian hukum harus menjamin semua masyarakat.
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